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PENUTUP 

Berda.sarkan ha.sil pene1itian, pemba.ha.sai1 da...1 pema.ba...ua...! penulis diakhir 

tulisan ini sebagai penutup dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran 

A Kesimpulan Umum 

hukum nasional perlu adanya usaha penggalian dan pengkajian terhadap nilai-

khususnya hukum pidana adat, yang akan membentuk dan membangun serta 

hukwn 

nasional, sehingga sistem hukum nasional yang dibangun betul-betul berasal 

masyarakat. 

Upaya pengga!ian dan pengkajian terhadap ni!ai-ni!ai hukum yang hidup 

di dalam masyarakat merupakan kebutuhan mendesak dan sekaligus merupakan 

nasional Nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat itu dapat 

bersumber atau digali dari nilai-ni!ai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama. 

Oleh sebab itu upaya melakukan penggalian dan pengkajian nilai-nilai hukum 
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nasional bahkan merupakan kewajiban dan tantangan nasional. 

penerapannya mengesampingkan hukwn dan peraturan perundang-undangan 

akan tetapi penelitian itu diperlukan untuk mencari unsur-unsur mana yang 

nasional. Dengan demikian huktun adat kita tidak hilang, akan tetapi lahir 

ke1nba!i da13.&_'TI bentuk J'a.'1g lebih 1nodem u..'1tuk terus h_ukwn 

nasional kita. Kiranya harmonisasi hukum adat seperti ini ke dalam hukum 

Keinginan dan usaha untuk melakukan penggalian dan pengkajian 

terhadap hukum t!dak tertu!is (Hukum .A.dat/Hukum Adat Pidana) te!al1 cuJmp 

banyak dikemukakan di Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan terhadap 

eksistensi Hu..lcum Arht/Hukum Pidana Atht rl::~hm nP.no-P.mh::~no-::~n hnlcmn 
~ ---- ... ------- r---o- ... - ....... -.._ ... o__.. ... --~ .. -...._ ..... 

nasional, seperti jelas terlihat pada: (1) Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar 

Hukum Nasional ke-I Tahun 1963; (2) Lapor::~n Seminar Hukum Nasional IV 

Tahun 1979; (3) Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 

1980; (4) Undang-Undang Kekuasaan Keha_kiman Unda_ng-Undang Nomor 

14/1970; (5) Undang-Undang Nomor 1/Drt/ Tahun 1951 Pasal5 ayat (3) Sub b; 

(fi) Semin(!r Hukum N<'!sion<'!l VT T<'!hun 1994, Konsep KitAb UndAng-Und<'!ng 

")/Yl 
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Hukum Pidana (KlJI--IP) baru juga telah berupaya memberi tempat kepada 

eksistensi hukum adat/pidana adat. 

B. Kcsiinpulan Khusus 

1. Tindak Pi dana ( delik) adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang 

kesadaran masyarakat yang bersangkutan, baik hal itu sebagai akibat dari 

,1;1.,1r 11lr 'ln 
U.t..l.un...U.l."-.UJ.J 

,,.,'l11r'\11n 
J..LJ.uupuu 

perbuatan yang dilakukan oleh pengurus adat itu sendiri. Perbuatan yang 

den1ikian !tu dip~'1dang dapat !nenin1bu!kan karena 

mengganggu keseimbangan kosmos serta menimbulkan reaksi dari 

tindak pi dana adat itu, pada pokoknya terdapat empat unsur penting yaitu: 

1. .A.da perbuata.l1 ya.t1g di!ak:uka.t1 oleh kelompok atau 

pengurus adat sendiri. 

2. 

3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena 

4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa 

<:::tnk-si /h~w::~iih::~n ::~cl::tt ----- -· -- - .. _ J _ ___ ----· 

2. Sanksi (pidana) menurut konsepsi adat adalah reaksi masyarakat atas suatu 

delik Rdat untuk mengembRlibn keseimbRn gR n kosmos, kese imbRngRn 

antara dunia lahir dengan dunia gaib, untuk mendatangkan rasa damai 

'"If\ A 
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antara sesarna warga masyarakat atau antara anggota masyarakat dengan 

masyarakatnya. Di samping itu pemidanaan haruslah bersifat adil, dalam 

pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh 

korban datl olelt tnasyarakat sel1ingga dengan demikian maka gangguan, 

ketidakseimbangan atau konflik tersebut aka11 menjadi sima. 

1 
.J . 

Undang-Undang Hukum Pidana (Bant) adalah sangat tepat sebab 

masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis tetapi tetap 

hidup (the living law), ditaati dan diakui sebagai hu..l::u..'n di daera.~ 

tersebut. Diakuinya hukum pidana adat (tindak pidana adat dan 

sa.nksi/kev.rajiba.'J adat) tersebut ada!ah untu.k !ebil1 memenuhi rasa 

kepatutan dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. 

4. De!ik adat sa..nJ::si an~t mempunyai perana..11 yang sa..11gat penting di rbJam 

pembaharuan hukum pidana, karena dengan diimplementasikam1ya delik 

arbt dan sa..n~k.:si ad~t tertentu ke da!a..m h!.Lk.:um pidana ldmsusnya Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana nanti akan memberikan rasa aman, 

nv~m~n thn ~clil h~oi m~"v~r~k~t "P.C'.~r~ mP.nvP.lnmh 
-- ,.~------- ------- --o- -----.~- -- -- - - - - -~-- - -- .~ - --- ---· 

5. Dalam tindak pidana adat Dalihan Natolu sru1gat berperan menyelesaikan. 

Di mana Dalihan Na Tofu ini tercliri clari t.iga unsur yaitu pihak hula-hula 

atau pemberi gadis, pihak dongan tubu atau teman semarga dan pihak 

Eksistensi Hukum..., Ozi Susantro, Magister Ilmu Hukum 2011



boru yaitu pihak marga yang mengawmi anak perempuan. Peranan 

Dalihan Na Tofu ini khususnya yang berhubtmgan dengan tindak pidana 

penyiksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Dalam hal 

hula-hula sangat dibutuhkan apalagi yang menjadi korban atau yang 

.,, ... ., lr 
Ul.l.UJ.'-. 

..,.....orolr o 
I.LLVI.Vn..U. 

1.--~T"\ 
LUI.J.J. 

sepe1ti pencemaran nama baik, pencurian, dan lainnya cukup hanya 

6. Bentuk-bentuk tindak pidana adat yang biasanya diselesaikan melalui 

dalam rumah tangga (pasiak-siakhon dinamarsaripe) , pencemaran nama 

baiJ:: (paroa-roahon) atau dapat dikatakan ada!ah t.inda..L:. p!da..r1a 

menyangkut delik aduan. Namun tidak tertutup kemungkinan terhadap 

contolmya pencurian dan ini bisa diselesaikan melalui lembaga dalihan 

nato!u. 

7. Adapun bentuk sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak 

pidana tersebut adalah berdasark..an musyawarah bersama yaitu dapat 

berupa pembayaran ganti rugt kepada korban dan juga kewajiban 

membayar selmuh biaya yang dikeluarkan pada saat tindak pidana 

tersebut diselesaikan secara hukum adat selain itu sanksi lainnya adalah 

'"lf\t: 
L.VV 
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• 
kewajiban minta maaf kepada korban disaksik:an oleh semua pihak yang 

turut serta dalam penyelesaiannya. Sanksi yang paling berat adalah dengan 

mcngusir 

kesucian masyarakat. 

Q 
u. Pidana Adat Batak Toba yang perlu mendapat 

perhatian dan relevan dalam pembahantan hukum pidana Indonesia adalah 

Keseimbangan; ( 4) Asas Penyelesaian Konflik; (5) Asas Sanksi 

Ku1nulatif; (6) "'A"'"sas Sanksi AJternatif; (7) i\sas 

Korban; (8) Asas Perlindungan Wanita; (9) Asas Perlindungan Hukwn 

C. Saran 

1. Hendaknya pembahasan Konsep Kitab Undang-Unda'1g Huk:um Pida'1a 

diupayakan menjadi agenda prioritas nasional dan sesegera mungkin 

dis~h1<an, k:arena sud~h merupakan kebutuha11 ya11g mendesak bag! ba'1gsa 

Indonesia. 

2. Henda!< .. nya rblam penyempurnaan Konsep K!tab Undang-Unrl~11g HuJ:um 

Pidana yang menurut penulis sudah bagus dalam pengertian relatif sudah 

memperhatik!:m nilai-nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia senrliri, 

namun perlu juga secara lebih luas di seminark:an atau di diskusikan 

'1(1'7 
.<...Vi 
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, 
untlik penyempumaan juga berfungsi sebagai sosialisasi sebelum disar.kan 

untuk melihat reaksi masyarakat luas . 

Batak Toba, dibuat tempat khusus yang digunakan khusus dalam 

peny~Jesaian sengketa yang 

terjadinya tindakan yang melanggar adat istiadat mereka. Yaitu berupa 

atau masyarakat (pihak korban atau pelaku). 

...... 
.l.lJ..I. 

J!. ~ .. 1ernbuat suatu !e1nbaga kJ1usus yang ha..'lJ'a kht1sus mena.'1g~'1i 1nasalal1-

masalah baik masalah pidana ataupun masalah perdata. Karena dalam 

atau perdata. Dan seperti di ketahui bahwa Dalihan Na Tofu adalah 

semtla acara adat 

perkawinan, kelahiran dan termasuk tindak pidana yang terjadi. 

5. Pemeri..T!tah me!a!ui aparat Kepo!isian (Penegak Hu_k::um), seb::~ik::nya dapat 

memilih kasus mana yang mereka tangani atau selesaikan dan kasus mana 

hukum adat (kekeluargaan) karena bagaimanapun pemberian sanksi adat, 

ino-~ mP.mP.nnhi t11in~n cl~ri lmlmm nicl~n~ Kit~h TTncl~no--TTncl~no- H11lmm J ·-·o- --- - --- - -- - ··--- ---J· ---- - ---- - --------- r -- ---- ---- -- - - -- ---o --- --- -o - ---------

Pidana karena hal tersebut merupakan cerminan nyata kebudayaan yang 

hidnp dahun masyarakat Indonesia dengan syarat hukum pidana adat ito 

masih hidup dalam masyarakat Indonesia tidak menghambat tercapainya 
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masyarakat yang adil dan makmur serta hams sesuai dengan nilai-nilai 

luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 . 

'){\{\ 
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